



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 
Pencurian adalah suatu proses atau cara atau perbuatan yang menuju kepada mengambil barang yang bukan hak tanpa izin dari pemiliknya. Adapun kemudian pencurian ini terbagi lagi menjadi beberapa klasifikasi tergantung dengan bagaimana modus yang digunakan dan hal-hal lain yang menyertainya. Seperti dalam Pasal 363 dan 365 KUHP terdapat pencurian yang dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerd diefstal). Diterjemahkan sebagai “pencurian khusus” karena dilakukan dengan cara tertentu. Dan kemudian disebut sebagai “pencurian dengan pemberatan” sebab sesuai dengan istilah yang ada merujuk kepada pencurian ini diperberat ancaman hukumannya.[footnoteRef:2] [2: Erwinta Tarigan, dkk. Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Jurnal Iuris Studia, Vol. 5, No. 3, (2024), hlm. 968.] 

Dalam konteks hukum pidana, prinsip keadilan dan kepastian hukum harus tercermin dalam putusan pengadilan, terutama dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak kejahatan. Salah satu bentuk tindak pidana yang menuntut kejelasan dalam penerapan hukuman adalah pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Tindak pidana ini kerap melibatkan kondisi-kondisi khusus seperti dilakukan pada malam hari, dengan perusakan, atau dilakukan secara bersama-sama, yang secara hukum dianggap memberatkan. Oleh karena karakteristiknya yang lebih serius, kejahatan ini seharusnya memperoleh perlakuan hukum yang tegas, konsisten, dan sepadan, baik dari segi penegakan maupun pemidanaan.[footnoteRef:3] [3: Muhammad Fadel Izha Leondra, dkk, Disparitas Putusan Pemidanaan Pada Kasus Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan Yang Menyebakan Kerugian Materil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang), Jurnal Al-Zayn, Vol. 3, No. 3, (2025), hlm. 3253.] 

Tindak Pencurian dengan pemberatan, yang diatur secara khusus dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seringkali menjadi kasus yang menarik untuk dikaji dalam konteks disparitas penjatuhan pidana. Pasal ini memuat unsur-unsur yang memberatkan yang seharusnya menjadi dasar utama hakim dalam menetapkan berat ringannya hukuman, seperti pencurian saat malam hari, dalam rumah atau pekarangan yang tertutup, namun dalam praktiknya, putusan sering menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam putusan yang dijatuhkan, meskipun faktor-faktor yang memberatkan telah dibuktikan di pengadilan serupa.[footnoteRef:4] [4: Icha Yuliani Putri, dkk. Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan 120/Pid.B/2021/PN.Gst dan 144/pid.B/2021/PN.Gst), Jurnal Supremasi, Vol. 10, No. 2, (2025), hlm. 389.] 

KUHP Indonesia tidak memiliki pedoman pemberian pidana yang umum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang termaktub di dalamnya asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dan yang ada hanya aturan pemberian pidana (straftoemetingdraad). Dan karena sering terjadi dan dirasa tidak adil oleh sebagian masyarakat, maka hal inilah yang terkadang menjadi salah satu tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia menjadi rendah. Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana.[footnoteRef:5] [5: Erwinta Tarigan, dkk. Op.Cit., hlm. 968. ] 

Mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sering terjadi masalah yaitu kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan praktiknya di lapangan, khususnya penerapan hukuman yang berbeda antara satu pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pelaku lainnya, sehingga menimbulkan adanya perbedaan pemidanaan (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum meyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, tinggi atau rendahnya pidana bahkan perbedaan putusan pada kasus yang sama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa mungkin ada perbedaan yang tidak dijelaskan secara menyeluruh dalam pertimbangan hakim. Karena fakta ini, konsistensi, transparansi, dan dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan putusan pidana menjadi pertanyaan.[footnoteRef:6] [6: Icha Yuliani Putri, dkk. Op.Cit., hlm. 389.] 

Fenomena perbedaan ini tidak hanya menjadi perdebatan di kalangan akademisi, tetapi juga dikeluhkan oleh masyarakat umum dan praktisi hukum. Faktor utama sering disebut sebagai kurangnya standar yang konsisten untuk penjatuhan pidana, yang cenderung menyerahkan wewenang hakim tanpa batasan yang jelas. Selain itu, putusan akhir dapat dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif hakim, perbedaan dalam penafsiran hukum, dan pengaruh non yuridis seperti opini publik dan tekanan dari luar.[footnoteRef:7] [7: Ibid., hlm. 390.] 

Pertimbangan seorang penegak hukum ketika memutus suatu perkara, tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum positif, juga merupakan suatu keharusan menggunakan nilai moral, asas manfaat, efektifitas dalam menjalankan pemidanaan serta efek jera terhadap pelaku sehingga mampu memberikan dampak positif setelah selesai menjalani masa pemidanaan. Apabila seorang hakim dalam memberikan putusan tidak berdasarkan sudut pandang tersebut, akan menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan pidana. Banyaknya kasus penerapan pidana yang berbeda untuk kasus serupa (same offence) dalam praktiknya di pengadilan menciderai nilai-nilai yang terkandung dalam asas persamaan dihadapan hukum. Muladi menyebut perbedaan penerapan pidana dengan istilah disparitas putusan hakim atau lebih dikenal dengan istilah disparitas hukum (disparity of sentencing).[footnoteRef:8] [8: Muladi dan Sulistyani Diah, Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal, Alumni, Bandung, (2023), hlm. 81.] 

Hakim ketika memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan terhadap faktor pemberat dan faktor yang meringankaan, baik yang terdapat di dalam perundang-undangan, maupun peraturan pemerintah yang lain. Peringanan pemidanaan atau pembantuan (madeplichtige) diatur dalam pasal 56 KUHP, dan hal pemberatan seperti perbarengan tindak pidana (concursus) diatur dalam Pasal 63 sampai 71 KUHP.
Sudah disinggung di atas bahwa disparitas pidana secara harfiah oleh para ahli mengartikannya sebagai perbedaan pidana. Disparitas pidana bukan merupakan persoalan dalam hukum pidana, karena hakim dalam memutus perkara pasti disparitas. Hal ini adalah akibat mutlak dari adanya kebebasan hakim dan melihat secara kasuistik yang ditanganinya. Penerapan prinsip diskersi yudisial oleh hakim harus dibarengi dengan tanggung jawab (akuntanbilitas). Hakim tidak boleh berindak semaunya saat memeriksa maupun memutuskan suatu perkara, tetapi harus semata-mata didasarkan hukum dan keadilan sejati, serta tidak terpengaruhi oleh pihak manapun, hal ini tentu membutuhkan hakim yang berintegritas dan memiliki kredibilitas yang baik.[footnoteRef:9] [9: Ibid.] 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dua Putusan Pengadilan Negeri Medan tentang pencurian dengan pemberatan yang menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan mengenai vonis pidananya, yaitu Putusan Nomor Putusan Nomor 968/Pid.B/2025/PN Mdn dan Putusan Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Mdn. Dalam Putusan No 968, terdakwa dihukum penjara selama 4 tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, sedangkan dalam Putusan No. 1445, terdakwa dihukum penjara selama 5 bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. Dalam Putusan No. 968, barang yang dicuri yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 yang dicuri dengan cara merusak stang motor yang terparkir dalam garasi rumah korban sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.12.000.000, sedangkan dalam Putusan No. 1445 barang yang dicuri yaitu 1 unit sepeda motor Honda Beat Street yang dicuri dengan cara merusak kunci sepeda motor korban yang terparkir diarea parkir kampus Nomensen sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.20.000.000.
Berdasarkan kedua putusan di atas, secara sederhana dapat dilihat adanya perbedaan hukuman yang diterima oleh terdakwa yaitu 4 tahun dengan 5 bulan. Jika dikaji dari sisi kerugian korban dalam Putusan No. 968 korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 dan terdakwa dihukum 4 tahun penjara, sedangkan korban dalam Putusan No. 1445 mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 dan terdakwa dihukum 5 bulan penjara, sedangkan hakim yang mengadilinya juga sama, salah satunya yaitu Hakim Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.
Akibat perbedaan putusan di atas, penelitian ini akan mempelajari secara menyeluruh perbedaan penjatuhan pidana dalam kasus pencurian dengan pemberatan dengan melihat dua Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 968/Pid.B/2025/PN Mdn dan Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Mdn. Kedua putusan ini didasarkan pada keyakinan awal bahwa, terlepas dari tindak pidana yang didakwakan dan unsur-unsur yang memberatkan yang diperhitungkan, ada perbedaan yang signifikan dalam penjatuhan. Diharapkan analisis komparatif ini akan mengidentifikasi variabel yang menyebabkan perbedaan ini, serta dampaknya terhadap prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum dalam peradilan pidana di Indonesia.
Keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan umum adalah tujuan utama sistem peradilan pidana Indonesia. Hakim memiliki peran penting untuk menetapkan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah dalam penjatuhan pidana. Beberapa Undang-Undang, termasuk KUHP, mengatur kewenangan ini dan menetapkan hukuman minimum dan maksimum untuk setiap jenis tindak pidana.Namun, dalam kenyataannya, sering terjadi apa yang disebut sebagai disparitas penjatuhan pidana, atau disparitas penahanan, yaitu perbedaan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim dalam kasus yang pada dasarnya serupa, baik dari segi fakta hukum, kualifikasi tindak pidana, maupun tingkat kesalahan terdakwa.
Kajian ini akan memfokuskan pada perbedaan penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 968/Pid.B/2025/PN Mdn dan Putusan Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Mdnyang keduanya berasal dari Pengadilan Negeri Medan dan berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Meskipun kedua keputusan ini dibuat oleh pengadilan yang sama serta dengan kualifikasi pidana yang sama, mereka menunjukkan perbedaan dalam tingkat kekerasan hukuman yang dijatuhkan.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor 968/Pid.B/2025/PN Mdn dan Putusan Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Mdn)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan putusan nomor 968/Pid.B/2025/PN Mdn dan Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim memutuskan kesalahan terdakwa dalam putusan nomor 968/Pid.B/2025/PN Mdn dan Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Mdn? 
3. Bagaimana kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum pidana terkait pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor 968/Pid.B/2025/PN Mdn dan Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bentuk disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan putusan nomor 968/Pid.B/2025/PN Mdn dan Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim memutuskan kesalahan terdakwa dalam putusan nomor 968/Pid.B/2025/PN Mdn dan Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum pidana terkait pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor 968/Pid.B/2025/PN Mdn dan Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Mdn.
D. Manfaat  Penelitian
Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk:
a. Menambah wawasan dan pemahaman tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim.
b. Memberikan gambaran tentang aspek-aspek yang menyebabkan disparitas dalam putusan hakim, seperti faktor yuridis, non-yuridis, dan subjektif.
c. Menjadi dasar pengembangan teori tentang keadilan dan konsistensi dalam putusan pengadilan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
a. Memberikan masukan kepada lembaga peradilan untuk mengurangi disparitas dan meningkatkan konsistensi dalam penjatuhan putusan.
b. Menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan peradilan pidana agar sistem peradilan menjadi lebih transparan dan adil.
c. Meningkatkan kepastian hukum. Dengan adanya keseragaman dalam putusan, masyarakat mendapatkan kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem peradilan.
d. Memberikan gambaran tentang faktor yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan putusan agar lebih objektif dan adil.
e. Membantu mengurangi kemungkinan hakim membuat putusan yang tidak sesuai standar hukum karena disparitas yang tinggi.
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